NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT
TENTANG
OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM

NOMOR :W7.HH.05.05-3613
NOMOR :134.4 /& /Setwani / 201G

Pada har ini Rabu tanggal Dua Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua
Puluh Lima (20-08-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. JOHAN MANURUNG : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di
Kompleks Perkantoran Gubernur Kep. Bangka
Belitung, Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air
Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal
Pinang, Prov. Kep. Bangka Belitung, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama Kantor
Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan

Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.

2. BADRI SYAMSU : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bangka Barat, berkedudukan di
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten
Bangka Barat, Jalan Daya Baru Belo Laut,
Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka
Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA_
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PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam
Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendin
disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang
menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah
berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;

2. PIHAK KEDUA adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di
Kabupaten Bangka Barat;

3. bahwa untuk mendukung sinergi perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan dibidang peraturan perundang-undangan dan pembinaan
hukum, perlu dilakukan kerja sama yang saling menguntungkan antara
PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai kedudukan dan kewenangannya, PARA
PIHAK sepakat untuk menyusun dan melaksanakan Nota Kesepakatan
tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi Peraturan Perundang-undangan dan
Pembinaan Hukum dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal
berikut.

Pasal |
LATAR BELAKANG

Latar belakang Nota Kesepakatan in1 adalah untuk:
a. membentuk koordinasi dan kerja sama serta memperluas jaringan

kerja guna meningkatkan sinergi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan
fungsi PARA PIHAK; dan

b. membentuk peraturan perundang-undangan yang taat asas dan
pembinaan hukum yang optimal di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi
PARA PIHAK dalam melaksanakan optimalisasi tugas dan fungsi
peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum.

(2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah terlaksananya optimalisasi

tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan dan pembinaan
hukum.
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Pasal 3
LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di lokasi PARA
PIHAK.

Pasal 4
OBJEK SINERGI

Objek dari Nota Kesepakatan ini adalah optimalisasi tugas dan fungsi
peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum

Pasal 5
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi optimalisasi tugas dan fungsi
peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum
dibidang:

a. pembentukan peraturan perundang-undangan;

b. indeks reformasi hukum; dan

c. pembinaan hukum.

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWARB

(1) PARA PIHAK menyiapkan dan menetapkan kebijakan, rencana kerja,

dan petunjuk pelaksana yang akan dilaksanakan dalam Nota
Kesepakatan ini.

(2) PARA PIHAK berkomitmen dan bertanggungjawab dalam melaksanakan
kebjjakan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7
PELAKSANAAN

(1) Dalam melaksanakan optimalisasi tugas dan fungsi peraturan

perundang-undangan dan pembinaan hukum dilaksanakan berdasarkan
rencana kerja yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK.

(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
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Pasal 8
JANGKA WAKTU

(1) Jangka waktu Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak
ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri atas
persetujuan PARA PIHAK.

(2) Perpanjangan dan pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga)

bulan dan/atau berdasarkan persetujuan PARA PIHAK sebelum
berakhimya jangka waktu Nota Kesepakatan ini.
(3) Nota Kesepakatan ini berakhir karena :

a.

& 09

g.

berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan;

tujuan Nota Kesepakatan telah tercapai;

terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama;
terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengakibatkan Nota Kesepakatan tidak
dapat dilaksanakan;

objek Nota Kesepakatan hilang atau musnah;

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau

terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
dan/atau

wanprestasi.

(4) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), maka pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak mempengaruhi

hak dan kewajiban PARA PIHAK yang belum diselesaikan akibat adanya
Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini
dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya

yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini,
PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan
mufakat.

(2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Pasal 11
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini
dilakukan oleh PARA PIHAK baik secara bersama-sama maupurl sendiri-
sendiri secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

(1)

(2)

(3)

Pasal 12
SURAT MENYURAT

Untuk melakukan koordinasi dan surat menyurat PARA PIHAK sepakat
dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak selaku penanggung jawab Nota
Kesepakatan ini.

Pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
berikut :

PIHAK KESATU :

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung

Alamat . Kompleks Perkantoran Gubernur Kep. Bangka
Belitung, Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air
[tam, Kecamatan Bukit Intan, Kota
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung

Narahubung . Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan
dan Pembinaan Hukum

Email :  kemenkumbabel@gmail.com

Telpon/HP . 0717-43943

PIHAK KEDUA :

Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka Barat

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten
Bangka Barat, Jalan Daya Baru Belo Laut,
Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Narahubung . Sekretaris DPRD
Email . bangkalarzt ‘““M@ bMai-cow .
Telpon /HP 0813630 LS

PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK

lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan tidak perlu melakukan perubahan maupun
addendum terhadap dokumen Nota Kesepakatan ini.
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Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terdapat kebijakan
pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan
perubahan dalam Nota Kesepakatan ini, selanjutnya akan dibicarakan
dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

(2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Nota
Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum

yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di lokasi PARA
PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua)
bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, | PIHAK KESATU,
SADRI SYAMSU JOHAN MANURUNG
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RENCANA KERJA

OPTIMALISAS] TUGAS DAN FUNGS! FERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN FEMBINAAN HUEUM

PIHAK KESATU: KARTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PIHAK KEDUA. DPRD KABUPATEN BANGEA BARAT

I : Talun Tugues dan Tanggungewab
No. | rogmam Unit Kergs Pelakaana | Lokasi P Jodwal 5508 1 2025 T 2027 | 2028 L?; FIHAK KESATU | PIHAE KEDUA =
i 2 3 A 5 1 6 ' 7 9 10 11
1. | Perencanman | Kantor Wilsyah PARA | PARA JANUARI- v 1 v Memiamlitas Menyampmkan | Program Terbentukny=
Pembentukan | Kementersan Hukum | PIHAK | FIHAK DESEMBER perentmaan perencansan pembentuks | Perda yang
Peratusran Kepulauan Banglo dan [ wtau pembentu s pembentulean N persturan | terstruktur,
Daeraly Belitung: Divis sumber Persturan peratuan dnerahy terpaciu,
Peraturan Perundang- pembinyaa daeruh daerab mslemalis,
undangon dan n lainnyn oTIUR
Pernbmann Hukum yang sah kebutuhan,
DPRD Kabiupaten dengan daerah.
Bangka Barat Ketenituun
peraturan
— N g S— |
2. | Pembentukan | Rantor Wilayah PARA | PARA [ JANUARI- | ¥ i ¥ [T i, Memfambium | 1. Menymmpaika | Pancangwn | Tarpenuhinys
Preraturan Kementenian Hukum | PIHAK | MHAK DESEMBER penyuNuInn n permohenan | Peraturan peraturan
Perundurng- Kepulpunn Banpha dan/aton produk penyusuiian Daszah perundnng-
undungan Belitang Divim sumber hukum produk undungan
Peraturan Porundnog - pembiuyan dacrah Bukum yung sem i
undangun dan n lainnya R. Memfamlitan daerah dimgan asas
Pembinsan Huloum yiung sah peloksacinan 2. Menyarnpo ks pembentyian
soniim hartrooi s n perroohonun peratulan
DPRD Kabupaten derngan FaCRngan harmoni sasd perundang
Plarglon Barut hetentuan peraturan RN CaTgAt undmngarn
peraturan daesah petaturan
undingen
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4. | Indeks Karstor Wilayah PARA PARA JANUARL 3] Melalaukan Mﬂl‘.m.kn::ka :::da 1‘:” n
reformasi Kementerian Hukum | PIHAK | FIHAR DESEMBER pendampingan | penulaten | km .
Ihmmnx Kepulnusn Bangks dan/atau ;mmMmuun&da reforman Hukurm z:?
Beliturig: Divim sumiber reformnas Poukun S
Pernturon Perundang. permibiayms hukum
undungan dan o lamnyn :?““*”’
' ukum nih
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i . '
DPFRD Kxbupaten dengan yang
Bangkn Barat ketentunn
peruturan T«W
perundnng- moriitonng
|mﬂdmmx dan evaluam
pernyan
perundang-
undsngan
3. Pembinnan Kantor Wilayah PARA | PARA JANUARI- Ei ?myebntuum Memfanlitasi ~ Terlaksana | Meninghkatnys
Hukuan Kementerian Hukum | PIHAK | PIHAK DESEMBER informasi mebnlunnn nya kesndaran
Kepulpuan Hangho dan/arou huloum dan informasi peayebariu | hukum
Belitung: Divint surmber bantuan hukum | hukum dan pos asan masyarakad
Peraturan Perunding- pembinyaa baotuan ok tnfocmmam
unduangan dan n luannya dh::um
Pembinann Hukum ynny aaly
sowuAL pemberian
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Banghta Barut Ketentuun fakum
periLran - Terbhentuk
perundang: iy A
undange Kelurahian
Sodar
Hulkuum
dan Pow
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Hukum &
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